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ABSTRAK 
 

(A)  Nama                :   Tati Sri Hardina (NIM : 217212035) 
(B)  Judul     :   Sengketa Merek Akibat Terlambatnya Pendaftaran 

 Merek Persprektif Kepastian Hukum (Studi Putusan 
 No.75/Pdt.Sus.Merek/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst.) 

(C)  Halaman   :   viii + 188 + Lampiran + 2023 
(D)  Kata Kunci  :   Sengketa Merek, Merek Terkenal, Kepastian Hukum 
(E)   Isi   : 

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-
angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang 
memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang 
atau jasa. Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. 
Merek ini mempunyai kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, 
sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan 
sentuhan keakraban (familiar) dan ikatan mitos (mythical contect). 
Permasalahan yang dari penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar 
pertimbangan hukum pengadilan niaga Jakarta Pusat dalam perkara No. 
75/Pdt.Sus.Merek/2022/PN. Niaga. Jkt. Pst. dan bagaimana putusan hakim 
pengadilan niaga Jakarta Pusat No. 75/Pdt.Sus.Merek/2022/PN. Niaga. Jkt. 
Pst. dalam memberikan kepastian hukum bagi pihak penggugat. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum 
kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan 
atau data sekunder. Perlindungan atas hak merek di Indonesia secara 
konstitutif menganut sistem first to file, sistem perlindungan merek first to file 
atau sistem konstitutif adalah sistem perlindungan terhadap suatu merek di 
mana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor 
merek, maka menjadi pihak pertama yang memiliki hak atas merek tersebut. 
Tentu saja tanpa pengecualian bahwa setiap permohonan pendaftaran merek 
harus melewati proses pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa Merek. Dalam 
pemeriksaan substantif akan diputuskan apakah orang atau badan hukum 
tersebut berhak atas hak merek yang mereka mohonkan atau permohonan atas 
hak merek tersebut ditolak. Agar merek tersebut dapat dilindungi oleh hukum. 
Hakim mengabulkan Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-Merek/2022/PN. 
Niaga.Jkt.Pst, tentang gugatan atas Komisi Banding Merek terhadap 
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ABSTRACT 

 
(A)  Name                : Tati Sri Hardina (NIM : 217212035) 
(A) Title  :  Trademark Dispute Due to Delay in Trademark  

   Registration from the Perspective of Legal Certainty 
   (Case Study: Verdict No. 
   75/Pdt.Sus.Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.) 

(C)  Page :  vii + 188 + attachment + 2023 
(D)  Keywords  :  Trademark , Legal Certainty, Brand Reputation,  

 First-to-File System 
(E)   Contents  : 

A trademark is a symbol in the form of a picture, name, word, letters, numbers, 
color composition, or a combination of these elements that has distinctive 
features and is used in the trading of goods or services. A well-known brand 
is a brand that has a high reputation. This brand possesses a captivating and 
attractive radiance, so that the types of goods associated with the brand 
immediately evoke a sense of familiarity and mythical context. The problem 
addressed in this research is the basis for legal considerations by the Central 
Jakarta Commercial Court in case No. 75/Pdt.Sus.Merek/2022/PN. 
Niaga.Jkt.Pst. and how the decision of the Central Jakarta Commercial Court 
judge in case No. 75/Pdt.Sus.Merek/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst. provides legal 
certainty for the plaintiff. This research adopts a normative juridical method, 
specifically library research, which involves examining literature or 
secondary data. Trademark protection in Indonesia is constitutively based on 
a first-to-file system, where the party that first submits an application for 
trademark registration to the trademark office becomes the first party to have 
the rights to the brand. However, every application for trademark registration 
must undergo a substantive examination by the Trademark Examiner. In this 
examination, it is determined whether the individual or legal entity is entitled 
to the trademark rights they have applied for, or if the application for 
trademark rights is rejected. This ensures legal protection for the trademark. 
The judge granted Decision No. 75/Pdt.Sus-Merek/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst, 
concerning the lawsuit against the Trademark Appeal Commission regarding 
the rejection of the appeal for the "GENHALILINTAR" trademark. 

(F)    Reference :   81 (2010-2022)) 
(G)   Advisor   :   Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum.. 
(H)  Writer   :   Tati Sri Hardina 
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